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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/050/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : 1. Bahwa untuk mendorong peran serta pejabat atau pegawai di
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dan
masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana Korupsi, Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang
oleh pejabat atau pegawai, perlu dibangun system untuk
mengelola, melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
pejabat atau pegawai dalam bentuk wistleblowing system (WBS);

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah
beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun2019 tentang Perubahan Kedua atas KomisiPemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan
(Wistleblowing System) Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi
dan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;



MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System)

pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini;

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) mempunyai
tugas antara lain:
1. bersama Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melaksanakan program
kerja yang telah ditetapkan terkait dengan Penanganan
Pengaduan ASN (Wistleblowing System);

2. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan
terkait dengan penanganan pengaduan WBS.

KETIGA : Menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tangungjawab.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 6 Januari 2026
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR : 700/ 050 /2026
TANGGAL : 6 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WISTLEBLOWING SYSTEM
PADADINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN KEBUMEN

NO NAMA JABATAN DALAM
DINAS

JABATAN DALAM TIM

1. Sigit Dwi Purnomo A.Pi,M.Si Kepala Dinas Ketua

2. Marlina Indrianingrum,
S.KM.,M.Kes

Sekretaris Dinas Sekretaris

3. Setya Birawa, S.H Kabid Perpustakaan Anggota

4. Dwi Rina Puspitasari, S.I.Kom Kasubag Umum dan
Kepegawaian

Anggota

5. Umiyatun S.M Kasubag
Perencanaan dan
Keuangan

Anggota
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